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ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG : STUDI METODE
ISTIMBATH HUKUM MUI SUMATERA UTARA DAN MPU ACEH

Oleh :
SAFRIZAL *

Membayarzakat fitrah dalam bentuk uang merupakan permasalahan
baru yang tidak dijelaskan hukumnya secara langsung dalaparah
sehingga paralama mencoba menemukan hukumnya meligibad,

dari hasil ijtihad para ulama ditemukan perbedparedaan dalam
menetapkan hukumnya, ada yang mengatakan hubayar zakat
fitrah dalam bentuk uang boleh, ada yang mengatakan tidak boleh.
Pada hakikatnyagsbedaan, para ulama khususnya MBW dan MPU
Aceh merupakan hal yang wajar, dan perbedaan tersebut tidak bisa
disatukan.Tujuan dilakuakan penelitian ini adalah untuk mengetahui
penetapan hukum dan metodgimbath MUl Sumatera Utara dan
MPU Aceh tentangpukum bayar zakat fitrah dalam bentuk uang.

Key Word : Zakat istimbath ijtihad,

PENDAHULUAN

Sejak dahulu kala, ulama memiliki posisi yang penting dan menentukan di
Indonesia. Pada masa colonial dan pada masa sebelumnya, pada masa kerajaan
Islam, ulama ramiliki peran signifikan di masyarakat, baik dalam bidang politik
maupun sosial. Kerajaan Islam di Indonesia, sebagian besar dimotori oleh para
ulama dalam pendiriannya. Menurut Mudzhar, pada ab&aBk&etika kerajaan
Islam telah dikuasai dan dikendalikaleh Penjajah Belanda, peran ulama dibatasi
pada masalah keagamaan danissuyang bersifat lokl, bahkan hanya boleh
mengurusi pesantren yang dimilikinya.

Pada masaasa berikutnya, peran ulama kembali meluas dalam masalah
masalah politik, terutama tedah terjadi hubungan yang baik antara Indonesia dan
Mekkah melalui rutinitas ibadah tahunan, yaitu ibadah haji. Gerakan politik yang

dilakukan oleh para ulama diwujudkan dalam gerakan untuk memperjuangkan

* PenulisAdalah mahasiswa Hukum Islam Pasca Sarjana UIN Suandtara.
!Mohamad At h oFatwhs dfZTheaGouncil @f Indonesian Ulama: A Study of
Islamic Legal Thought in Indonesi®75-1 9 8 8 0 , Di ser t awisity oflCaliferniddngel s:
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kemerdekaan dari kungkungan penjajah Beland&, yemg bersifat kedaerahan,
maupun yang bersifat nasional.

Peran strategis yang dimiliki oleh ulama, adalah kemampuannya untuk
melakukan mobilisasi massa. Dengan kewibawaan yang dimilikinya dan
kepercayaan yang diberikan oleh para santri dan masyardkata @tau kiai
mampu menggerakkan massa secara cepat untuk berperang melawan penjajah
Belanda. Peran ini menunjukkan bahwa peran kiai tidak hanya dalam bidang
keagamaan, tetapi juga peran politik

Hingga sekarang ini para ulama memiliki wewenang penuh dalam
memutuskan satsatu hukum, setiap hukum yang diputuskan ini berdasarkan
pemeriksaan dahdlalil baik berupa aQu r 6 a n Sunnah, Il j mad dar
semua hukum yang ditetapkan oleh para ulama ini wajib untuk kita ikuti. Di
Negara Indonesia mempunyaniembagalembaga yang menangani hukum.
Misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang memberi fatwa terhadap masalah
masalah agama yang terjadi dalam masyarakat, Bahkan juga disetiap Provinsi,
Kabupaten sudah emiliki kantor MUI seperti di &eh dinamakan degan
Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang kantor pusatnya di Banda Aceh,
begitu juga di semua kabupaten sudah mempunyanyi kantor MPU untuk
memudahkan masyarakat untuk bertanya tentang masalsdlah agama.

Seiring dinamika zaman yang berubah maka psalh yang baru banyak
yang timbul dalam masyarakat sehingga sumber diatas membutuhkan analisa
terhadap hukum yang sedang berkembang dalam masyarakat dengan
menggunakan berbagai pendekatan dan metode. Proses ijtihad tidak terbatas pada
persoalan yang barmuncul, tetapi ijtihad mempunyai kepentingan lain yang
berkaitan dengan khazanah hukum islam yaitu dengan melakukan peninjauan
kembali terhadap masalamhasalah yang ada berdasarkan kondisi yang ada pada
zaman sekarang dan kebututkabutuhan manusia untmkemilih mana pendapat
yang terkuat dan relevan, dengan merealisasikan tijjiaan syariat dan
kemaslahatan manusia.

Dalam Kewajiban membayar zakat fitrah pada moderen ini sudah terjadi

perbedaan dalam masyarakat indonesis ada sebahagian masyarakaiamkenge
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zakat fitrah dalam bentuk uang dan ada juga yang mengeluarkan zakat fitrah
dalam bentuk makanan pokok maka disini perlu untuk melihat bagai mana
istimbath hukum yang lebih kuat sehingga dalam masyarakat tidak lagi terjadi
perbedaan pelaksanaan dalmembayar zakat fitrah.

Zakat Fitrah merupakan salah satu ibadah kepada allah sekaligus amal sosial
masyarakat dan kemanugsiadalam mensejahterakan. Agamskam yang dibawa
oleh nabi muhammad merupakan agama yang dapat memberi rahmat kepada
seluruh manusai  d i duni dan di akhi.rDalamblam!| ak b ag
prinsip solidaritas sangat tinggi, banyak sekali dalam islam memerintahkan
kepada pemeluknya wuntuk mentadat:. segal a
Diatara realita Sifat solidaritas datpdilihat dari konsep saling menghormati,
menyanyagi, saling membantu dan tolong menolong, sedekah, zakat dan lainnya.
Salah satu bentuk ibadah dalam islam yang memiliki prinsip mulia ini dan
mengandung dua dimensi yaitu di mensi fertikelblum minallal dan dimensi
horizontal fablum minanngsadalah zakat ibadah apa bila di tunaikan dengan
baik maka akan meninggkatkan kualitas keimanan, membersihkan dan
mensucikan jiwa dari sifat kikir, dengki, tamak, membangun masyarakat yang
lemah, serta dapat mengeamgkan dan mendapat berkah dari pada harta yang
dimilikinya. Perintah membayar zakat adalah untuk mensucikan dan
mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi
penderitaan rakyat (masyarakat) memelihara keamanan meningkatkan
pembangnarf

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga, tidak hanya wajib
bagi nabi tetapi juga bagi seluruh ummat islam dan wajibnya itu ditegaskan dalam
ayatalQur 6 an dengan sangat tegasjugasaatu j el as
ibadah yang paling enting, Allah menerangkan zakat beriringan dengan
menerangkan shalt.

Zakat tidak saja memiliki arti ibadah, tetapi juga merupakan lembaga sosial

2 Shechu Hadi Purnom&umber Sumber Penggalian Zak#fakarta : Pustaka Firdaus
1992) Hm. 34
SMas dar FAgata Kéadildn, Risalah Zakat (Pajak) Dalam Is|adet Ill (Jakarta :
Pustaka Firdaus, 1993)nf 34
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dalam sistem ekonomi islam. Sifat wajib dalam melaksanakan perintah itu telah
menempatkan zakat suatu lembagabelanjaan harta yang memiliki arti sosial
yang penting dan tidak sekedar sikap belas kasihan dari-orang kaya kepada
orang miskin, karena islam tidak menghendaki kalau harta kkayaan itu hanya
dikuasai atau haya beredar diantra orarang kaya saj*

Salah satu tanda keislaman seseorang dapat dilihat melalui pembayaran dan
pengeluaran zakat. Dengan pengeluaran zakat, di satu pihak menunjukkan
ket aqgqwaan dan ketabatan kepada All ah SA
kecintaan sesama manusia yang benmanerima zakat, namun kenyataannya
dewasa i ni menunj ukkan bahwa syari oOat I
mendapat perhatian bagi sebagian umat Islam dan rukun Islam yang satu ini
belum diterapkan dan ditangani secara profesional.

Mengeluarkan zakat kumnya wajib bagi tiggiap muslim yang
mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum
Islam. Salah satu ungkapan rasa syukur kita yang paling tepat atas kenikmatan
yang diberikannya adalah dengan mengeluarkan zakat hasil yangekileh.

Selain itu dengan berzakat berarti kita telah mengungkapkan rasa kesetiakawanan
dan kepedulian kita terhadap sesama sehigga dapat membantu menutupi sedikit
kebutuhan orangrang yang benarsenar membutuhkan.

Zakat adalah satu nama yang diberikamiuk harta yang dikeluarkan oleh
seorang manusia sebagai hak Allah yang diserahkan kepadaooaaggfakir.
Dinamakanzakat karena di dalamnya terdapat harapan akan adanya keberkahan,
kesucian jiwa, dan berkembangddilam kebaikaf.

Pada dasarnya zakdaikeluarkan bila sudah mencukupi syasgarat
yang telah diwajibkan. Maka dari itu diwajibkan bagi setiap kaum muslimin untuk
membayar zakat sebagaimana yang telah disyariatkan dalam agama Islam, zakat

berarti pengembangan dan kesucian. Tanpa disadatia lakan berkembang

4 Hasballah BakriPedoman islam di indonesiaet | (Jakarta: Prsit Universitas Indonesia
Ul Press, 1988) Im. 259

5 Zulkarnaini dan IskandaiSistem Ekonomi Islam Dan Perekonomian Rakyat Nanggroe
Aceh DarussalamBanda Aceh: Pena, 2002)m. 51.

6 As-Sayyid Sabig Panduan Zakat Menurut Al Quran dan As Sunr@wogor: Pustaka
Ibnu Katsir, 2005)him.11.

101
Volume. 4. No. 2 Tahun 2017



AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan

melalui zakat. Di sisi lain, mensucikan pelakunya dari dosa. Disebut zakat dalam
syariat karena adanya pengertian etimologis, yaitu karena zakat dapat
membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya.
Adapun caranyaaiah dengan memberikan bagian harta yang telah mencapai
nishab kepada orarmrang yang berhak menerimarlya.

Pada masa sekarang berbagain hal telah banyak merubah mengikuti kondisi,
kebutuhan serta kemaslahatan, terutamkendamasalah hukum zakat fitrah
merupakan salah satu hukum yang wajib dikerjakan sampai sekarang masih
ditinjau lebih mendalam tentang hal pelaksanaanya di zaman sekarang
dibandingkan dengan zaman rasulullah.

Dalam atQuran, hukum hukum yang ada memang terkadang hanya memuat
berbagai hal gng sifathya masih umum, dan hadislah yang kemudian
menjabarkannya . Kemudian jika dalam hadis makna yang ada masih bersifat
umum, maka ijtihad sahabat,a bi 61 n, e bpard ulamalah iyéng n
kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkarabefukumnya. Namun
dalam menetukan sebuah hukum dari berbagai persoalan dapat di tentukan lewat
mengkaji kaedafkaedah usul figh. Sehingga tidak heran jika kemudian dalam
menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perbedaan pendapat.

Perbedan pendapat atau fatwa di antar Majlis Ulama Indonesia (MUI)
Sumatera utara dengan Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh mengenai
hukum bayar zakat fitrah dalam bentuk uang itu merupakan hal yang tidak dapat
hindari dan berakhir dengan kontroversi. lkufatwafatwa yang selama ini telah
banyak terbukukan. Ada pendapat yang membolehkan membayar zakat fitrah
dalam bentuk uang ada juga yang tidak boletegafikanyasesuai dengan alasan
masingmasing.

Masingmasing pendapat yang dikeluarkan oleh para alédn t er sebut
mempunyanyi dalil masing masing yang menguatkan menguatkan pendapatnya
tersebut. Kemudian berbagai argumen tersebut kemudin menimbulkan pro dan

kontra dalam menanggapinya.

7 Muslim Wa Muslimah,Muslim Power: Definisi Zakat dan Hukuhukumnya(online),
blogspot.com/2007, diakses 20 September 2016
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Sebagai produljtihad , maka sudah sewajarnya figh terus berkembang
seplan dengan kebutuhan figh terhadap respon 4mslaya, politik, dan
peradaban manusia. Pola fakir yang melatar belakingi para imam figh terdahulu
(clasik), sangat memungkinkan figh mengalami perubahan meskipun di gali
langsung melalui nastasht alQ u rn@an alHadist.Produk figh juga meupakan
produk rasionalitas berdasarkan logika ke ilmuan ilmiah. Beberapa masalah dalam
figh merupakan hasil riset terdahulu oleh mujtaHidgika ilmiah ini tidak
mentutup kemungkinan pada lapangan figh yang lebih Reaemuan fatwa baik
MUI dan MPU Acehmasih melakukan tradisi ijtihad dengantadeologi Ushul
Figh sebgai pegangan utama. Sejumlah fatwa yang telah di pratiziembaga
tersebut dalam rangkaerespon perubahgreubahan soa saat ini.

Melihat kepada da putusan Lembaga Hukum Sebagian melarang
pembayaran zakat fitrah dengan uang secara mutlak, sebagian memperbolehkan
zakat fitrah dengan uang tetapi dengan bersyarat, dan sebagian lain
memperbolehkan zakat fitrah dengan uang tanpa syarat sangat menakikliunt
kaji dan di teliti secara mendalam dan lebih terperinci lagi terhadap zakat fitrah
alam bentuk uang dan metadémbathMUI-SU dan MPU Aceh.

Uraian ini bukanlah dalam rangka menghakimi dan memberi kata putus
untuk perselisihan pendapat tersebutmiNa, penelitian ini untuk melihat metode
i st i hukuint Zakat fitrah yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia
(MUI) dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Subjek penelitian adalah suatu literatur khusus tentang hukum
mengeluarakan zakat fitrah dngan uang secaetuas disini juga mengkaji
pendapapendapat para ulama dalam kitab klasik dan kontemporer interaksinya
dengan fatwa dan metode istimbath MUI Sumatera Utara dan MPU Aceh tentang
hukum membayar zakat dengan uang. Selanjutnya melihat kepaddatibbipa
saja yang digunakan oleh lembaga MUI Sumatera Utara dan MPU Aceh dalam
menetapkan fatwa hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang. Kemudian
dari hasilistimbath hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut akan

dilihat mana dalil yang lebih kuat ga permasalahan hukum bayar zakat fitrah
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dalam bentuk uang.

Mengingat hasil akhir penelitian ini untuk menemukan hukum, yang dalam
penelitian ini ini melihat daktalil istimbathMUI Provinsi Sumatera Utara Dan
MPU Provinsi Aceh tentang zakat fitrah daléentuk uang maka penelitian ini
bisa juga disebut sebagai penelitian hukum. Menurut Soerjono Soekanto yang
dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan
metode, sitematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempedajari s
atau segala hukum tertentu dengan jalan menganali&anya.

1. Jenis Dan Sumber Data

Penelitian ini bersifatdeskriptif kompratif.® Yaitu upaya memecahkan
masalah yang diselidiki dengan mengambarkan keadaan objek, yang dalam hal ini
adalah metodéstimbath yang dikeluarkan MUI Provinsi Sumatera Utara Dan
MPU Provinsi Aceh tentang hukum bayar zakat fitrah dalam bentuk uang data
yang didapatkan dideskripsikan secara kamf dan dianalisis untuk
memberikan representasi objektif tentang geg@ala yangterdapat dalam
masalah yang ditelitiKemudian data yang dikumpulkan tersebut disusun,
dijelaskan, lalu dianalisis serta disimpulkan.

Pendekatan ini menggunakan tekstual dan komparatif. Dengan pendekatan
ini di harapkan dapat ditemukan perbedaan dan pe@a berbagai fariabel yang
diperbandingkan, juga dapat kiranya diketahui mana yang lebih relevan untuk
sekarang dari kedua fatwa lembaga tersebut. Selain itu juga menggunakan
pendekatan normative empirik yaitu suatu pendekatan dengan menggali dan
menelusu berbagai dalil normativ agama, baik yanggli maupun yangaqli
yang berhubungan dengan zakat fitrah dalam bentu uang.

Penelitian ini menggunakan teknigontent analysis melalui penalaran
induktif. Menurut Lexy J. Moleongontent analysisnerupakan takik penelitian

yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang sahih dari data atas dasar

8 Rony Manintijo SoemitroMetodelogi Penelitian Hukun(Jakarta: Ghimalia Indonesia,
1998), tm. 9
9 Cholid Narbuko da Abu AhmadiMetode PenelitiarfJakarta: Bumi Aksara, 2009)inn
44
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konteksnya? Secara teknis penulis menganalisistodelstimbat hukum bayar

zakat fitrah dalam bentuk uastudi metoddstimbat MUl SUMUT dengan MPU

ACEH yang merpakan pesan berbentuk sebuah konsep dengan bantuan beberapa
perangkat atau prosedur.

METODE ISTIMBATH MAJELIS ULAMA INDONESIS (MUIl) DAN

MAJELIS PERMUSYAWARTAN ULAMA (MPU) ACEH.

1. Putusan MUI Sumater&Jtara Tentang Hukum Bayar Zak&itrah Dalam

Bentuk Uang.

Keputusan fatwdUl VII Tahun 2008 ditetapkadi Medan pada tanggal 15
Rajab 1429 H atau bertepatan dengan 22 juli 2008 M, menerangkan bahwa
membayar zakat fitrah adalah hak dasar bagi setiap jiwa, dan semua orang wajib
mengeluarkan zakat fitrah di akhmmadhan. Dengan melihat kepada efZdilil
dari Al-Quran maupun hadis yang menunjuki kepada perintah wajib membayar
zakat fitrah, maka zakat fitrah adalah zakat nafs (jiwa) yang dikeluarkan ummat
islam seiring dengan usianya pelaksanaan ibadah puasa Ramadituk
menghilangkan keraguan dalam perbedaan pendapat yang berkembasadstakhir
ini ditengahtengah masyarakat muslim, sekaligus untuk menyatukan persepsi
dalam penetapan jumlalggdarn baik dalam bentuk benda@)i atau uang
(gimah), Majelis Ulamandonesia Provinsi Sumatera Utara menetapkan Fatwa
pada tanggal 15 Rajab 1429 H atau bertepatan dengan 22 juli 2008 M, tentang
sistem membayar Zakat Fitrah, dengan merujuk kepada fatwa MUI Smatera Utara
dan beberapa literatur, nampaknya bahwa membayat fillkh dalam bentuk
uang dibolehkan, jumlah uangithah yang harus dibayar untuk zakat fitrah (satu
orang) setara dengan harga 2,7 kg. Beras. Junpataf zakat fitraah yang wajib
dikeluarkan dalam bentuk a (benda) adalah 2,7 kg.

2. Putusan MPU Aceftentang hukum zakat fitrah dalam bentuk uang.

Keputusan fatwaMPU Aceh Nomor 13 Tahun 2014 ditetapkan di Banda

Aceh paddanggal 21 Dzulhijjah 1435 H atau bertepatan dengan 16 Oktober 2014

M, menerangkan bahwa membayar zakat fitrah adalah hak dasar timjisa,

9 exy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatjf Cet. VI, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 1995)/in. 163
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dan semua orang wajib mengeluarkan zakat fitrah di akhir ramadhan. Dengan
melihat kepada daidlalil dari Al-Quran maupun hadis yang menunjuki kepada
perintah wajib membayar zakat fitrah, maka zakat fitrah adalah zakat nafs (jiwa)
yang dikeluarlkn ummat islam seiring dengan usianya pelaksanaan ibadah puasa
Ramadhan, untuk menghilangkan keraguan dalam perbedaan pendapat yang
berkembang akhiakhir ini ditengaltengah masyarakat muslim, sekaligus untuk
menyatukan persepsi dalam penetapan jumigédaf) baik dalam bentuk
bendaé a)iatau uangdimal), Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Provinsi
Aceh menetapkan Fatwa pada tanggal 21 Dzulhijjah 1435 H atau bertepatan
dengan 16 Oktober 2014 M, tentang sistem membayar Zakat Fitrah, dengan
merujuk kepad fatwa MPU Aceh dan beberapa literatur, nampaknya bahwa
membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tidak dibolehkan jumlah zakat fitrah
yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok adalah 2,8 kg. Beras. Jumlah
(gadar) zakat fitraah yang wajib dikeluarkan dalab e nt uk 6éai n ( benda)
kg. Beras.

ILLAT MUI-SU DAN MPU ACEH DALAM MENETAPAKAN PUTUSAN

HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM BENTUK UANG.

1. o6 | IMUBSU TentangHukum Boleh Mengeluarkan Zakat Fitrdbengan

Uang.

ParaUlama yang memperbolehkan membayar zakeahf menggunakan
uang diant ar any a Hadifah, AFfisauri, Amdr bin Abdul Aziz dan
Imam Hasan Basri!

Dalam putusaMUI-SU, zakat fitrah tidak harus jenjenis yang ditegaskan
dalamHadis. Akan tetapi boleh memberikan zakat fitrah dengan mdralga
jenisjenis itu. Boleh menyampaikannya dengan dirham atau dinar atau mata uang
lain, atau harta benda yang lain yang dikehendalagseébnana dalanMazhab
Hanafi memperboleh membayar zakat fitrah dalam bentuk'ftiang

Dalam fatwa MU4 SU Boleh membayaan zakaffitrah dalam bentuk uang

dengan alasan bahwa hal yang subtansial adalah nilai pemberiannya kepada

11 yusuf QardhawiHukum Zakat(Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1981, 1955.
12 Parmono, SumberSumber Penggalian Zakdflakarta: Pustaka Firdaus, 199#n. 158.
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Mustahiq Hal ini sesuai pendapat Imafa n a f Q :

aAOAYd AHAp A38a ¢opj ORzaA

Artinya :

Dan boleh mengeluarkan zakat itu dengan gimah (harga) bah&ega
uang itu lebih baik, karna lebih besar manfaatnya bagi fakir

Berdasarkan pendapaing tersebut di atas, makamenurut Imam Hanafi
boleh mengeluarkan uang dalam menunaikan zakat fitrah, bahkan mengeluarkan
uang lebih lebih baik dari pada mengeluarkanh karena uang lebih bermanfaat

dan lebih mudah. Ini sesuai dengan pend8gah AsSakhasi.

003 At 6 Gt EFel OO3 O061 A | 8064

SUK X

Artinya:

Berkat Syeh Sarkhasi, maka Jikkat fitrah itu dibayar dalam bentuk
harga (hukumnya) boleh menurut kami, karena yang dimaksudkan
adalah terjadinya Keayaan dan kekayaan itu dapat dipenuhi dengan
bentuk uang sebagai mana kekayaan itu dapat terpenuhi dengan bentuk
benda (gandumboleh memberikan dalam bentuk mata uang, bahkan
hal ini lebih utama*

0 | IMUIai 8U dalam fatwa hukum boleh bayar zakaahtmenggunakan
uang, di antaranya adalaRertama Tujuan dari zakat pada hakikatnya adalah
membuat kecukupan, memelihara kemashlahatan fakir miskin dan memenuhi
kebutuhannyaZakat fitrah juga merupakan hak fakir miskin untuk memenuhi
hajat kebutuhan meka. Apabila kebutuhan serta maslahatnya dalam bentuk
uang, maka mengeluarkan uang lebih utama. Seperti, melimpahnyabagkat
orang niskin, yang menyebabkarangmiskin terpaksa menjualnya, sedang uang
dapat dimanfaatkan untuk prioritas kebutuhannyarepeembeli makanan dan
pakaian yang dikehendaki baginya dan bagi aan&knyat®

Kedug Dalam figh A b [Hanifah boleh membayar zakat fitrah dalam

13 Keputusan FatwhUI-SU Hukum Zakat Fitrah Dengan Uang Dan Jumlahpyéh. 9

4 bid, h. 5.
15 Thaha Abdullah AlAfifi, Hak Fakir Miskin (Indonesia: Dar El Fikr1987), h. 113.
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bentuk uang, karena beranggapan adanya dua dimensi dalam zakat fitrah:
ubuddiyahdan sosial. Sehingga harus dipertimbangkan juga, manakah yang lebih
bermanfaat bagi pamustahiqg memberi mereka makanan ataungi Seperti itu

pula pendapat Hasan -Blashri, Umar bin Abdul Aziz dan Alsaury,
sebagaimana diriwayatkan oleh Iglundzir®

Ketiga berdasarkan beberapa riwayat, asitaranya:Syeh AsSarkhasi
menggunakarzakat fitrah dengargimah (uang) lebih afdhal, kana lebih dekat
memberi manfaat kepada fakir, dan bisa memenuhi kebutuhan mereka pada saat
di keluarkant’

Keempat, menurut Yusuf Qardhawizakat menggunakan uang lebih
praktis dilaksanakan dewasa ini letétoin bagi masyarakat modern yang di
manamana oang tidaklah bermuamalah kecuali dengan uang, maka uang jelas
lebih bermanfaat bagi simiskin. Apabila dahulu makanan lebih mudah didapat,
maka dewasa ini uanglah yang lebih mudah dan dipandang lebih berménfaat.

Kelima Dalam Hadis Ibnu Umar Rasulullah Babda yang artinya
fiCukupkanlah mereka pada hari ini untuk meminta Me nc uk up i orang
pada hari raya itu bisa saja dengan uang atau langsung berupa makanan. Akan
tetapi kadandgala pemberian mereka berupa uang itu bisa lebih penting, lebih
utama atadebih diperlukan. Kalau berupa makanan yang lebih banyak, bisa jadi
mereka jual juga, ketika mereka butuh yang lain, tetapi bila yang diberikan kepada
mereka adalah uang, bisa digunakan apa saja sesuai dengan apa yang mereka
perlukan, seperti pakaian, p&atan rumah tangga dan lain sebagainya.

Menurut Ibnu Munzir bahwaédbolehan mengeluarkan dengan harga itu
sudah ditunjukkan sejak dari dulu yaitu para sahabat memperbolehkan
mengeluarkan satsl h gabdum, karan dianggap sama nilainya denganssaila 6
kurma atau satghadsyair, s e hi awg ggaa hmuwé r kat a fAsaya mel

mudgandum syam senilai dengan sath & @ r ffa 0 .

16 Muhammad Bagir AHabsyi,Figh Praktis (Bandung: Mizan, 1999)/)in. 318321.

17 Kepuutusan Fatwa MUSU Hukum Mengeluarkan Zakat Fitrah dganUang, éim. 5.

18 yusuf QardhawiRisalah Zakat Fitrah élm. 56-57.

19 Yusuf Qardawi,Fighh Al-Zakat Dirasah Mugaranah Li Akamiha Wafalasafatiha Fi
Dlau-i Al-Quran Wa AlSunnahijilid Il (Bairut: Dar akikri, 1988), Hm. 433.
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Pemberian dengan harga (dalam bentuk uang) itu lebih mudah di zaman kita
sekarang ini, terutama di kawasan industry, dimana otaagglah muamalah
kecuali dengan uang. Tentang RasululBAW dulu mewajibkan zakat fitrah
dengan makanan itu dimungkinkan karena dua hal, yaitu:

a. Pada saat itu ditanah arab jarang ada mata uang, sehingga dengan

member makanan itu akan lebih memudahkaarg banyak.

b. Nilai mata uang itusesungguhnydisa berubah sewaktuaktu dari

masa kemasaehingga bila ditetapkan dalam jumlah uang mungkin
akan kesulitan bagi orargrang sesudahnya di mana nilai mata uang
sudah berubah. Hal ini berbeda dengan penenteampa makanan
dengan satus h ardakanan yang secara pasti sudah bisa
mengeyangkan orang. Oleh kaaentu wajar bila Rasulullah
mewajibkan zakat fitrah dalam bentuk u&hg.

Hukum membayar zakat fitrah dalam bentuk uang balehgan alasan
bahwa beras yandjterima oleh fakir miskin itu pun akan dijadikan uang, apakah
untuk membeli laupauk, pakaian dan keperluan lainnyereka tidak hanya
memerlukan beras saja, dan cara ini adalah cara yang praktis sehingga
memudahkan semua pih&k.

Tentang yang mana yangbih utama dalam pembayaran zakat fitrah,
apakah dengan makanan atau dengan uang, Yusuf Qardawi memberikan pilihan
bahwa hal itu tergantung kemamfaatan bagi fakir miskin. Jika pemberian makanan
itu memang lebih bermanfaat bagi mereka, maka menyerahkaanaraitu lebih
utama, seperti pada masa peceklik dan kelaparan, dimana pada saat itu susah
mencari makanan. Tetapi jika dengan uang itu mereka lebih senang dan mudah
dalam memanfaatkannya, seperti bisa dibelikan apa sajama&ikan, pkaian
dan lainlain maka dengan uang lebih utgfha

Jadi,dalam putusan fatwa &feliss Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara

20 yYusuf QardawiFighh Al-Zakat élm. 433.

21 M. Ali Hasan, Zakat dan Infak (Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial d
Indonesia) (Jakarta: Kencana, 2006)irh 112.

22 Yusuf Qardawi,Figh Al-Zakat Dirasah Mugaranah Li Akamiha Wafalasafatiha Fi
Dlau-i Al-Quran Wa AlSunnaké him. 949.
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boleh hukumnya membayar zakat fitrah dengan mengguna&ag (gimah).
Putusan MWSU sama dengan hukum yang ada di dakgh Al-Hanafiyyah
untuk memenhi kebutuhanFugarJ , memper kaya orang miski
cara memberi makanan, boleh pula dengan memberikan uang atau barang yang
|l ain, bahkan menggunakan wuang | ebi h coco
dan sipemberi juga lebih mudah dalam menumaija.

Wawancara dengan Drs. Ahmad Sanusi Luqr(fggota Majelis Fatwa
MUI Sumatera Utana Beliau menjelaskan membayar zakat fitrah dengan uang
dalam mazhalS y a fjeladtidak bolehh adapun dalam mazhab Hanafi boleh
membayar zakat fitrah dalam bentuk gatujuan zakat adalah untuk mberi
kecukupan pada orang fakir, menutup kebutuhan orang yang membutuhkan dan
menegakkan kemaslahatan bersama bagi agama dan umat, ini bisa dicapai dengan
mengeluarkan uangterkadang hal itu akan lebih bisa dicapaalaupun
kebutuhan itu bermacamacam, akan tetapi uang tersebut sanggup
memenuhiny&?

Menurut beliau makanan pokok yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah
tidak terbatas pada jenis tertentu, mekipun N&BW pernah menentukannya
pada masa beliau berdasarkankaman pokok pada waktu itu. Karena itu para
ulama mengatakan bahwa mengeluarkan Z#kalh berupa makana pokok negeri
setempat diperbolehkan, baik berupa beras, gandum, jagung, maupun lainnya.
Sedangkan ukuran satuh @uwsama dengan empat cidukan daagan lebih
sedikit, atau sama dengan dua lgiam makanan, atau hampir limighl (lima
pound). Selain itu, zakat fitrah ini boleh dibayar dengan uang sesuai dengan
harganya, demikian menurkigh Al-Hanafiyyah

Beliau juga menjelaskan munculnya pert@dgpendapat mengenai boleh
tidaknya mengeluarkan zakat fitrah dengan harga (uang) ini karena adanya
perbedaan dalam memahami apakah zakat itu merupakan ibadah atau merupakan
suatu hak bagi orang miskin mereka juga berbeda pendapat di dalam memahami

maksudnash (teks hadis) dan tujuan dari perintah zakat itu sendiri. Béayina

23 Wawacara Dengan Ahmad Sanusi Lugman, Anggota-BWIDi Kantor MUI-SU,
Pada Tangda3 Juni, 2017.
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yang berpegang padwmshapa adanya, dimana Nabi saw pernah memerintahkan

zakat fitrah dengan makanan sauh &érupa kurma atas y a @HiRr Al-

Bukhari dan Musi) maka pelaksanadmurus dilakukan dengan menyerahkan

makanan tersebut, tidak boleh dengan yang lain. Perintah ini dinilai sebagai
perintah yangt a 60 a pRenddpat ini di anut olehma m Hanaf i , Syaf i
Hambali?*

Sementar ulamyang lain seperti Imam Hanafi dan-Asaur berpendapat
bahwa berpendapat bahwash hadis tersebut hanya sebagai ukuran makanan
yang mengeyangkasgehingga tujuan diperintahkan zakat fitrah sebenarnya lebih
mengarah agar bagaimana orang fakir miskin itu dapat kenyang dan terhibur pada
suasana haraya Idul Fitri itu. Oleh karean itu pembayaran zakat fitrah tidak
harus berupa makanan seperti qursyair, atau makanan pokok yang lainnya,
tetapi apa saja yang membuat fakir miskin itu menjadi kenyang dan terhibur.
Dalam hal ini menyahkan zakat fitah dengan uang bisa lelbihaslahahbagi
orang fakir miskin, karena pemanfaatannya bisa lebih leluasa. Pemahaman ini
berangkat dafHadisRasulullahSAW yang menegaskan bahwa pada hari raya itu
orangorang miskin harus dicukupi kebutuhanya (H.Baruguthni dan A}
Baihagqi). Menurut Ali Thanthawi, yang menjadi patokan adalah apa yang menjadi
maslahat bagi kaum fakir migRi

Dalam Al-Quran, hukum yang ada memang terkadang hanya memuat
berbagai hal yang sifatnya masih umum, dan hadislah yang kemudian
menjabarkanya. Kemudian jika dalam hadis makna yang ada masih bersifat
umum, maka ijtihad sahabat,abi 6i n, tdam bpard ulamalah iyéng n
kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk menetapkan sebuah hukumnya. Namun
dalam menetukan sebuah hukum dari berbagaoptan dapat di tentukan lewat
mengkaji kaedatkaedah Usul FighSehingga tidak heran jika kemudian dalam
menetapkan suatu dasar hukum persoalan seringkali terjadi perpedaapat.

Begitulah pendapdtllama, ada yang bertahan pada nash apa adanya, yaitu

24 Wawacara Dengan Ahmad Sanusi Lugman, Anggota-BWUI Pada Tanggal, 3 Juni,
2017.
25 Ali Thanthawi, FatwaFatwa Populer Ali Thanthawi (Solo: Era Intermedia, 1998). h
290.
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memandang wajib menyerahkan zakatnya dengan makanan pokok, tetapi ada juga
yang lebih mempertimbangkan aspek manfaat bagi fakir miskin yang
menerimanya. Dalam hal ini bisa dibayar dengan makanan atau dengan uang.

2. lllat MPU Aceh TentangdukumBoleh Mengelarkan Zakat Fitrah Dalam

BentuUang.

Menurut Fatwa MPU Aceh bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dengan
menggunakamut (makanan pokok yang mengenyangkan), Polemik yang sering
diperdebatkan adalah mengenai zakat dengan uang, di mana dalanhadilis
amdiyah Rasulullah terkait dengan zakat fitrah hanya mengeluarkan komoditas
makanan yang waktu itu biasa dikonsumsi oleh para sahabat, seperti gandum,
kurma, anggur, dan sebagainya, yang kemudian para ulama menyimpulkan bahwa
yang wajib dikeluarkan dalam zatkfitrah adalahal-Agwat (makanan pokok)
sebagai mana manyoritas Ulama berpendapat demikian..

Terkait dengan masalah zakat fitralPU Aceh melarang zakat fitrah
menggunakan uang, dalam fatwa MPU mewajibkan dengan makanan pokok

sebagaimana pendapat-Mlawa r d 9 s ebagai mana yaArg ter da

Ha wo-KA&AbQr :
AR .

Telah kami terangkan bahwa mengeluarkan nilai mata uang pada zakat
fitrah tidak boler?®

Artinya:

Berdasarkan pendapat Ulardaatas, makaMPU Aceh berpendapaidak
boleh mengeluarkan uang sebagai zakat fitrah karena Rasulullah SAW telah
menentukan sate h &ubma, syair, atau jenis makanan pokok lainnya. Apabila
sudah ditentukan maka tidak boleh diganti dengan harganya. Hal ini sesuai
dengn pendapat Mwammad AiKhat) PAI-S 'y a r kdalamnkjtabMu g M
Muht U |

Berikut adalah alasaalasan yang melatdrelakangi pendapat MPU Aceh

yang melarang zakat fitrah menggunakan uangntéiranya adalah:

6A Db T -HAsan AIMa w a rAld Ha, w 0- KA Ib @id; 1)1, (Maktabah Syamilah Ishdar 3.8
v. 10600, 2009)him. 827.
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Pertama Menurut MPU Aceh tidak dibolehkanmembayarzakat fitrah
dengan uag, karena yang diwajibkan menurut hadis adalah bahan makanan yang
mengenyang kaff

Kedua, Dalam zakat fitrah lebih ditekankan kepada dimeutsuddiyah
(yakni sebagai suatu bentuk ibadahhdhah sama seperti shalat, puasa dan haji)
yang wajib dilaksanakadengan cara sesuai sepenuhnya dengan petunjuk agama;
tidak boleh diganti dengan cara lainngeh karena itu, zakat fitrah tidak boleh
dikeluarkan dalam bentuk uang, sebagai pengganti makanan pokok, sebagaimana
disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengenaithz®

Ketiga, dalam Hadis Rasulullah hanya dua benda yang dikeluarkan sebagi
zakat fitrah yaitu kurma dan gandum, karena dalam jenis dua benda tersebut,
disamping dikonsumsi sebagai makanan pokok oleh bangsa arab ketika itu juga
terkandung unsur karbahit yang dapat tegak tubuh mantsia

Keempat, Kebanyakan Ulama tidak memperbolehkan menunaiaiat
fitrah dengan uang, sebab Nabi SAW tidak pernah menyebutkan dinar atau
dirham. Padahal dua mata uang tersebut juga berlaku pada saat itu. Hanya saja,
apabla merasa kesulitan mengeluarkannya dengan makanan, maka secara darurat
diperkenankan dengan mata uang (emas dan perak) sebagai ganti dari makanan,
sehingga kewajiban tetap terlaksdha.

Pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh mayoutama.
Mereka mewajibkan pembayaraakat firahmenggunakan bahan makanan dan
melarang membayar zakat dengan mata ud@igantara ulama yang berpegang
pada pendapat i ni a d a | damImdmmpdomad. Bahkan k ,
Imam Malik dan Imam Ahmad secara tegasenganggap tidak sah membayar
zakat fitrahmengunakan mata uant.

Wawancara dengan Muhammad Hatta Btaf Ahli MPU Aceh Zakat

fitrah adalah zakat tubuh maka mengantzkat fitrah dikeluarkan dengan

27 Himpunan Sidang Paripurna MPU Acehakat Fitrah Dan Ketentuannya h. &.
28 Himpunan Sidang Paripurna MPU Acehakathlm. 65.

22 Himpunan Sidang Paripurna MPU AcelZakat &lm. 66.

30 Al-Jaziry,Cara Mudah menunaikan ZakgBandung: H. I. Press, 1996)m. 85.
31 M. Ali Hasan,Zakat dan Infak éhlm. 112.
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sesuatu yang dapat tegakkan tubuh kita. Sesuatu yangdnpenggerak atau
penegak utama tubuh kita adalah sesuatu yang mengandung karbohidrat dengan
ketentuan sesuai dengan hadist Rasulullah®$aw.

Beliau mengatakarzakat fitrah, menurut Imam Hanafi atau muridnya,
berdasarkan pemahaman lahir dalil, bahwa Ri#latl SAW tidak pernah selama
9 tahun di Madinah mengeluarkan selain dari 8 jenisbpipn (mungkin kurma,
mungkin gandum), tak pernah Nabi mengeluartsaaman(harga) dari makanan
pokok itwu, o

Namun Imam Abu Hanifah membolehkan umat membayar hargalaaga
harga dari salah satu 8 jenis makanan po
zakat dibayar dengan uang, sebanding hargaipgn di Arab itu, karena akan
tergerak roda ekonominya, 0

Hebat sekali pemikiran ulama dulu, soal bayar zakat fieargdn bahan
pokok, AfiPenel i tian k ami di RTA (Rabitha
zakat uang yang disalurkan ke warga, tak sampai ke rumah (masuk dompet
suami). Dan 93 persen zakat fitrah beras, masuk ke rumah. Mungkin suami malu
menjual nya. o

Kadarsha menurut mazhab Hanafiah dan tigaam lain pun berbeda. 1

t s mdanhurut Imam Abu Hanifah itu 3,8 kg. Jika mau bayar fitrah perjukar
dengan harga kurma (misalnya) sebanyak 3,8 kg x Rp 50.000 per kg. Jadi per jiwa
bisa Rp 200.000 fitrahnya.
PENUTUP

Fatva MUI-SUtentang pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang adalah
boleh/sah, MWASU dalam menetapkan hukum zakat fitrah dalam bentuk uang
menggunakan metodistislahy dengan pendekatan tehnik maslahah mursalah.
Sumber hukum yang digunakan diantaranya hRdisayat Baihagi. Dalam Hal
Metode Istimbath Hukum MUI Sumatera Utara menggunakan dafihm yaitu
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwa dalam Hadis Rasul ada

pernyataan Akayangkanl!l ah mer ek ao dar i

82 Wawancara Dengan Muhammad Hatta, Staf Ahli MPU Aceh, Pada TanggalnR5
2017. DiKantor MPU.
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mengkayakan seseorg mungkin dengan uang sebagai mana mungkin dengan
makanan. Jika bentuk makanan lebih besar manfaatnya, maka mengeluarkan
makanan lebih afdhal, maka jika mengeluarkan dengan uang lebih besar
manfaatnya, maka mengeluarkan dengan uang lebih afdhal.

Hasil fawa MPU Aceh bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan dalam bentuk
makanan pokok daerah setempat, MPU Aceh dalam menetapakan hukum zakat
fitrah dalam bentuk uang menggunakan metgaeli atau metoddayaniyaitu
menetapakan hukum dengan melihat teks dan pabhdmanyoritas Ulama.
Sumber hukum yang digunakan MPU Aceh yaHadis yang diriwatkan oleh
Imam Muslim. MPU Aceh menggunakanash hadis yang bersifat khusus dan
memandang bahwa zakat tidak terlepas alaudiyyahkepada Allah karena zakat
juga termasukhbiadah yang bersifaaugifiyahyang tidak berlaku giyas padanya
dan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang tidak diperdapatkan dalam hadis
hadis Nabi SAW Hanya saja Rasullullah menganjurkan mengeluarkan zakat

fitrah dari jenis makanan pokok.
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